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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Ketersediaan Bukti Audit

2.1.1.1 Pengertian Bukti Audit

Menurut Arens et al (2014:206) bukti audit adalah :

“Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah

informasi yang telah diaudit telah dinyatakan sesuai kemampuannya dalam

meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar”.

Sedangkan, menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:118) bukti
audit adalah :

“Setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi

(asersi) yang diaudit disajikan dengan sesuai dengan kriterianya”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bukti audit adalah
informasi yang dikumpulkan auditor berupa data-data akuntansi yang nantinya akan
digunakan sebagai dasar pembuatan sebuah opini auditor.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:118) bukti audit yang
mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat
yang tersedia bagi auditor. Dalam bukti audit terdapat 2 karakteristik yakni :

1. Kompeten : berkenaan dengan keandalan bukti (kualitas).

2. Cukup : berkenaan dengan banyaknya bukti audit yang diperoleh (kuantitas).
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Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:119) bukti dianggap

kompeten jika memberikan informasi yang andal dan relevan. Kompetensi merupakan

ukuran kualitas bukti audit. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menentukan

kompetensi bukti audit :

1.

Relevan

Bukti audit harus relevan dengan tujuan audit. Relevansi bukti dapat diukur dari
sejauh mana faedahnya bagi tujuan audit yang sedang diuji. Sebagai contoh,
pengamatan fisik atas persediaan oleh auditor dalam pelaksanaan audit relevan
untuk menentukan keberadaan persediaan, namun tidak relevan dengan
penentuan kepemilikan persediaan.

Sumber Bukti

Pada umumnya bukti audit mengenai efektivitas desain dan operasi
pengendalian yang diperoleh langsung oleh auditor dengan jalan pengamatan
memberikan keyakinan lebih besar dibanding daripada melalui permintaan
keterangan saja. Sumber informasi sangat berpengaruh terhadap kompetensi
bukti audit.

Ketepatan Waktu (Timeliness)

Ketepatan waktu berubungan dengan kapan bukti itu diperoleh atau tanggal
pemakaian bukti. Bukti yang diperoleh dekat dengan tanggal neraca lebih
kompeten dan memilki tingkat keyakinan lebih tinggi daripada bukti yang
diperoleh jauh dari tanggal neraca untuk saldo akun-akun neraca.

Tingkat Objektifitas

Bukti yang bersifat objektif lebih dapat diandalkan (reliable) daripada bukti
subyektif. Dalam melakukan penelaahan bukti yang bersifat subyektif,
misalnya perkiraan manajemen auditor harus mampu mempertimbangkan
kualifikasi dan integritas individu pembuat estimasi dan menentukan ketepatan
proses pembuatan keputusan dalam membuat judgement.

Kemudian, menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:121- 122),

kecukupan ialah ukuran jumlah bukti audit. Jumlah dan bukti audit yang dibutuhkan

auditor berikut ini :

1.

Memerlukan pertimbangan profesional auditor setelah mempelajari kondisi
yang dihadapi. Dalam banyak hal auditor lebih mengandalkan bukti yang
bersifat mengarahkan (persuasive evidence) daripada bukti yang bersifat
meyakinkan (convincing evidence).
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2. Dipengaruhi oleh risiko salah saji, semakin besar risiko salah saji semakin
banyak bukti audit yang kemungkinan diperlukan untuk memenuhi pengujian
audit.

3. Dipengaruhi kualitas bukti audit, semakin tinggi kualitas bukti semakin sedikit
bukti yang diperlukan untuk memenuhi pengujian audit. Pertimbangan auditor
dalam menentukan cukup tidaknya bukti audit :

a.  Materialitas dan Risiko
1) Lebih banyak bukti diperlukan untuk akun-akun yang material
2) Lebih banyak bukti diperlukan untuk akun-akun yang risiko salah
sajinya lebih tinggi

b. Faktor Ekonomi Auditor harus memutuskan dengan menggunakan
pertimbangan profesionalnya, apakah bukti audit yang tersedia dengan
batasan waktu dan biaya, cukup memadai untuk membenarkan
pernyataan pendapatnya.

c. Ukuran dan Karakteristik Populasi Ukuran populasi berkaitan dengan
banyaknya items di dalam populasi. Semakin besar populasi, semakin
banyak bukti yang diperlukan. Auditor tidak mungkin mengumpulkan
dan mengevaluasi seluruh bukti audit yang ada untuk mendukung
pendapatnya. Hal itu sangat tidak efisien, maka pengumpulan bukti
audit dilakukan atas dasar sampling.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:42) kompetensi adalah sebagai berikut :
“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal
auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang
sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.”
Menurut Sukrisno Agoes (2014:146) menjelaskan bahwa kompetensi adalah:
“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau
profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan
pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi
mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill)

yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai
untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”
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Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) mendefinisikan kompetensi
sebagai berikut :

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan),

dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah

bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan
diambilnya.”

kompetensi artinya auditor harus memiliki bidang auditing dan mempunyai
pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya (Fitrawansyah, 2014:46).

Dalam penugasannya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi
menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin nilai
audit yang dihasilkan. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan
kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang
diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat
dari jasa profesionalnya yang kompetenberdasarkan perkembangan praktik, legislasi,
dan teknik yang paling muktahir (Halim, 2015:32).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
kompetensi auditor adalah kemampuan seseorang yang harus mempunyai pengetahuan

dan keterampilan melalui pendidikan di bidang formal dan pelatihan yang memadai

dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesi.

2.1.2.2 Indikator Kompetensi
Menurut Alvin Arens yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2015:42)
indikator yang terdapat dalam konsepnya adalah pendidikan, pengalaman dan

pelatihan.
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Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki aditor yang kompeten

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) kompetensi adalah sebagai

berikut:
a. Kemampuan
b. Pendidikan
c. Pelatihan
d. Pengalaman

Menurut SPAP, PSA No.04, 2014 menyatakan bahwa untuk mengukur
kompetensi seorang auditor dibagi dalam 4 komponen indikator, yaitu :
Pengetahuan

a.
b. Pendidikan dan Pelatihan
c. Pengalaman

2.1.3 Ketepatan Pemberian Opini
2.1.3.1 Opini Audit

Tahapan terakhir dari suatu proses pemeriksaan oleh auditor adalah pemeberian
opini atau pendapat yang diberikan auditor atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan
terhadap laporan keuangan. Pemberian pendapat atau opini dari auditor disampaikan
dalam paragraf yang terdapat dalam laporan audit yang dibuat oleh auditor. Pendapat
yang diberikan oleh auditor harus sesuai dengan bukti dan temuan yang didapatkan
selama pelaksanaan pemeriksaan yang nantinya disesuaikan dengan prinsip dan standar
yang berlaku sehingga pada akhirnya auditor dapat memberikan opini yang tepat
terhadap laporan keuangan tersebut.

Menurut Abdul Halim (2013:5) menyatakan bahwa:
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“Opini audit adalah kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit.
Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan
ketidakjujuran dan lengkap informasinya”.
Menurut Mulyadi (2014:19) pengertian opini audit adalah sebagai berikut:
“Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran
penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit”.
Menurut Arens, Elder dan Beasley dalam Amir (2012:66) opini audit adalah
sebagai berikut :
Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor melalui beberapa
tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang
harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Laporan audit adalah
langkah terakhir dari seluruh proses audit. Dengan demikian, auditor dalam
memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya.
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2013:SA 150.1 & SA 150.2),
ketepatan pemberian opini audit merupakan :
“Saat seorang auditor dianggap tepat dalam memberikan pendapatnya dan
auditor tersebut telah memenuhi kriteria dalam Standar Profesional Akuntan
Publik yang berlaku, serta harus didukung oleh bukti yang kompeten dan
disusun dengan standar pelaporan dalam Standar Profesional Akuntan Publik™.
Opini audit yang diberikan auditor harus selalu tepat, hal ini dikarenakan opini
audit tersebut akan mempengaruhi kepercayaan dari publik dan pengguna laporan
keuangan tersebut, selain itu juga dengan adanya opini auditor tersebut juga biasanya

dijadikan dasar atas keputusan — keputusan yang akan diambil oleh pihak pengguna

informasi laporan keuangan untuk kedepannya.
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Opini auditor yang merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan (Pratiwi dan Januarti, 2013).

Sedangkan menurut Alichia (2013), opini audit (pendapat auditor) merupakan bagian

dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit.

Dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang

dibuat oleh auditor yang menjelaskan mengenai hasil penilaian atas pemeriksaan

kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh klien.

2.1.3.2 Jenis — Jenis Opini

Menurut Sukrisno Agoes (2012:75) terdapat lima jenis pendapat auditor untuk

memberikan kewajaran atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar
auditing yang berlaku ditentukan oleh Tkatan Akuntan Indonesia, seperti
yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah
mengumpulkan bahanbahan pembuktian (audit evidence) yang cukup
untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan
material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat
memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Dengan Bahasa Penjelasan Yang Ditambahkan Dalam Laporan Audit
Bentuk Baku (Unqualified Opinion With Explanatory Language)
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang
mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam
laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat WTP yang
dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi:

a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor
independen lain.

b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan
karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan
disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang
dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
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Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan
auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai
kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan
rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana
manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan
pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.

Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan
material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam
metode penerapannya.

Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas
laporan keuangan komparatif.

Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau
tidak di review .

Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah
dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari
pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor
tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan
informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan
keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai
dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut .
Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan

keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan
pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas
sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang
berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana:

a.

Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan
terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor tidak
berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar
tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan
tidak memberikan pendapat.

Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan
berisi penyimpangan SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak
material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan
pendapat tidak wajar.

Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian,
ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu
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atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf
pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian
yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam
paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus
berisi kata kecuali atau pengecualian untuk frasa seperti
tergantung atas atau dengan penjelesan berikut ini memiliki
makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu
pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan
keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata-
kata seperti disajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai
kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu
pemakaiannya harus dihindari.
Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar posisis keuangan, hasil usaha, perubahan
ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini
dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara
keseluruhan  tidak  disajikan secara wajar sesuai  dengan
SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia
harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat
dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak
wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian
pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan
ekuitas dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika
dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit
harus menyatakan hal itu.
Pernyataan Tidak memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)
Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa
auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor
tidak dapat menyatakan suatu pendapat apabila i1a tidak dapat
merumuskan atau tidak menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran
laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor
menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus
memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya
tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika
auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk
memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.
Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan auditor
yakin atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari
SAK/ETAP/IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat
disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukan
paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataan
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tersebut. la harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak harus
menunjukan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan
karakteristik auditnya dalam suatu paragraf (yaitu, paragraf lingkup
audit dalam laporan auditor bentuk baku). Jika auditor menjelaskan
bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. tindakan ini dapat mengakibatkan
kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia
harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran
penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK/ETAP/IFRS.
Peran utama auditor adalah melakukan jasa atestasi, yaitu melakukan pengujian
terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien mengenai kewajaran laporan
keuangan dan tingkat kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Hasil dari pelaksanaan fungsi atestasi itu berupa pendapat atau opini auditor

(Mahmudi, 2016:40).

2.1.3.3 Indikator Opini Audit

Menurut Mulyadi (2014:19) indikator opini audit sebagai berikut: “Untuk
mengukur pendapat audit digunakan indikator yaitu kewajaran penyajian laporan
keuangan”. Adapun dari konsep Islahuzzaman (2015:202) indikator yang dapat
diperoleh yaitu pertimbangan profesional.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2013:5) menyatakan bahwa indikator opini
audit dilihat dari kewajaran atas informasi yang telah diaudit, ketidakjujuran dan

kelengkapan informasi.
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2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Ketersediaan Bukti Audit Terhadap Ketepatan Pemberian
Opini
Menurut Mulyadi (2014:74) bukti audit merupakan segala informasi yang

mendukung angka-angka atas informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan,
yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya.
Maka dengan adanya bukti audit yang cukup mendukung dapat menghasilkan opini
audit yang berkualitas.

Tuanakotta (2014:531) Auditor harus puas bahwa bukti audit yang cukup dan
tepat dapat berhasil diperoleh sepanjang audit berlangsung. Bukti- bukti yang cukup
dan tepat diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan digunakan dalam
merumuskan pendapat auditor.

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Chemal
Airlangga (2018) dan Achmad Fadjar dan Hendra Fautina Firdaus (2009) yang
menunjukan bahwa ketersediaan bukti audit berpengaruh terhadap ketepatan
pemberian opini oleh auditor. Sehingga berdasarkan teori dan hasil penelitian
sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan bukti audit berpengaruh

terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini
Menurut Danang Sunyoto (2014:3) pengaruh kompetensi terhadap opini audit

adalah sebagai berikut:
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“Setiap auditor harus cukup mampu untuk memahami kriteria-kriteria yang
digunakan dan kompeten untuk mengetahui dengan pasti jenis dan jumlah fakta
yang dibutuhkan agar pada akhir pemeriksaan dia dapat menarik kesimpulan
yang tepat”.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017:28-29) menjelaskan bahwa:
“Pendapat, opini atau kesimpulan audit menambah kredibilitas laporan internal
hanya apabila pemberi pendapat tentang laporan itu independen. Apabila
pendapat independen tersebut dinilai sebagai pendapat ahli yang kompeten dan
jujur maka kredibilitas laporan internal itu makin meningkat karena penilaian
publik tentang hal itu berdasarkan gejala atau penampakan, auditor harus
menampakan independensi , keahlian, kejujuran secara sengaja”.

Pernyataan diatas sejalan seperti yang dikatakan Ida Suraida (2005) dalam
penelitiannya bahwa kompetensi auditor yang baik akan membantu mengumpulkan
dan menganalisa bukti-bukti audit, sehingga bisa memberikan opini yang tepat.
Adapun menurut Syahriani (2015) Menurut hasil penelitiannya, maka diperoleh hasil

bahwa kompetensi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pemberian opini

audit.
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2.2.3 Paradigma Penelitian

Dalam Penelitian ini model penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai

berikut :

. . . Achmad Fadjar dan Hendra
Ketersediaan Bukti Audit (X1) Fautina Firdaus (2009)
Arens et al (2014:206) Chemal Airlangga (2018)

Siti Kurnia Rahayu dan Ely
Suhayati (2013:118)

Ketepatan Pemberian Opini (Y)

Menurut Abdul Halim (2013:5)
Mulyadi (2014:19)

Standar Profesional Akuntan Publik
(2013:SA 150.1 & SA 150.2)

Kompetensi Auditor (X2)

Sukrisno Agoes (2014:146)
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Aldienda Rengganis ( 2015)

; . Syahriani (2015)
hayati (2010:2
Suhayati ( ) Yofin Krisrianto (2018)
Arens., et al (2012:82)

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis
Menurut Sugiyono (2015:64) menjelaskan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara
empiris”.
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan
sementara (hipotesis) yang meruparakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai
berikut :

H: : Ketersediaan bukti audit berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian

opini audit.

H> : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian

opini audit.



